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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengaruh ekstensifikasi dan 
intensifikasi pajak bumi dan bangunan sebelum dan sesudah terhadap penerimaan PBB di 
Dispenda Kota Palembang dan efektivitas dari kegiatan  ektensifikasi dan intensifikasi ini. Data 
yang digunakan adalah data yang berasal dari hasil wawancara dengan pihak dispenda dan 
wajib pajak, dan data dari Dispenda Kota Palembang dari tahun 2012-2015 berupa data 
penerimaan PBB. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak yang 
dilakukan oleh ispenda Kota Palembang sudah efektif dalam penerimaan PBB. Hal ini dapat 
dilihat dari jumlah penerimaan yang meningkat dan menembus target setelah ekstesifikasi dan 
intensifikasi ini diterapkan. 
 
Kata kunci : Ekstensifikasi Pajak, Intensifikasi Pajak, Pajak Bumi dan Banguna. 
 
Abstract 
This study aims to determine how the expansion and intensification Influence property   
taxes before and after the acceptance of the United Nations at revenue Palembang and               
effectiveness of extensification and intensification of this activity. The data used is data derived  
from interviews with the Dispenda and taxpayers, and data from Revenue Palembang from        
years 2012-2015 UN form of data reception. The analytical method used is qualitative analysis. 
The results showed that the implementation of the expansion and intensification of tax by          
Dispenda Palembang has been effective in the UN admission. It can be seen from the number of 
admissions increased and penetrate the target after ekstesifikasi and intensification is applied. 
 
 




















1.1 Latar Belakang 
 
Pajak merupakan kewajiban setiap warga negara, membayar pajak merupakan 
perwujudan dari kewajiban warga negara untuk secara langsung bersama-sama memberi 
masukan kepada negara dalam mewujudkan pembangunan nasional. Sebagai warga 
Negara, masyarakat untuk wajib membayar pajak, karena pentingnya pajak harus terus 
dikenalkan lebih dekat atau disosialisasikan agar tercipta kesadaran dalam melakukan 
kewajiban secara tepat waktu (Dada Rosada, 2013). Berdasarkan dari data penerimaan 
APBN 2009 – 2011 menunjukkan bahwa biaya pembangunan di Indonesia lebih dari 50% 
bersumber dari pajak (Christina, 2012).  
 
Melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi 
Daerah (PDRD) yang secara resmi disahkan pada 1 Januari 2010 yang berisi tentang 
memberi kewenangan penuh kepada pemerintah kabupaten/kota dalam mengelola yang 
sebelumnya pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang menurut pasal 182 ayat 1 UU 
PDRD dilaksanakan selambat-lambatnya pada 1 Januari 2014. Selama masa peralihan yang 
ditetapkan tersebut pemerintah kota harus mampu dalam pengelolaan Pajak Bumi dan 
Bangunan yang merupakan pekerjaan yang besar bagi pemerintah kota yang tentu akan 
dihadapi beberapa kendala dalam proses dan perencanaanya.  
 
Karena hal ini pemerintah kota memerlukan kegiatan untuk memperluas dan 
mengoptimalkan penerimaan pajak Bumi dan Bangunan yang disebut dengan 
Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan. (Juliannes, Deden & 
Burhanuddin, 2014) 
 
Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak merupakan cara yang seharusnya dapat dilakukan 
secara simultan untuk mendorong penerimaan pajak yang saat ini mengalami perlambatan 
(Telisa Aulia, 2012). Pada tahun 2012 di Kota Palembang terjadi pengalihan Pajak Bumi 
dan Bangunan ke Pemerintah Daerah, dari pengalihan kegiatan Penerimaan dan Penetapan 
secara keseluruhan telah dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah atau Dispenda 
sebagaimana yang tertera dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah.  
 
Di tahun 2012 Dispenda memulai kegiatan perencanaan dan penetapan Penerimaan 
Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Palembang yang sebelumnya dikelola oleh Pemerintah 
pusat termasuk kegiatan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan di Kota 
Palembang, dari pengalihan tersebut segala kegiatan dan perencanaan Pajak bumi dan 
bangunan secara keseluruhan akan dilaksanakan oleh Dispenda. Hal ini membuat Dispenda 
melakukan perencanaan dan penetapan untuk meningkatkan Realisasi Penerimaan Pajak 
Bumi dan Bangungn, serta upaya kegiatan dalam meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi 
dan Bangunan yang sebelumnya dilakukakan Pemerintah Pusat, yaitu Pendataan dan 
Pengoptimalisasian Pajak atau Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan 
di Kota Palembang. 
 
Karena hal ini penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang kegiatan 
Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan sebelum dan sesudah diterapkan 
di Dispenda Kota Palembang, berdasarkan peneliti sebelumnya yang membahas tentang 
Ekstensifikasi Pajak dan Penerimaan Daerah pada saat Pajak Bumi dan Bangunan pada saat 






penelitian tentang masalah tersebut yang akan di beri judul “Analisis Pengaruh 
Ekstensifikasi Dan Intensifikasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi Dan 
Bangunan Di Kota Palembang”. 
 
 
1.2 Rumusan Masalah 
 
1. Bagaimana Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di tahun 2012 dan 2013 Sebelum 
Dilaksanakan Kegiatan Ekstensifikasi Dan Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan di 
Dispenda Kota Palembang ? 
2. Bagaimana Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di tahun 2014 dan 2015 Sesudah 
Dilaksanakan Kegiatan Ekstensifikasi Dan Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan di 
Dispenda Kota Palembang ? 
3. Bagaimana Perbandingan Sebelum Dan Sesudah Dilaksanakan Ekstensifikasi Dan 
Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan di Dispenda Kota Palembang ? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
1. Untuk menganalisis Pengaruh Ekstensifikasi da Intensifikasi Pajak Terhadap 
Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Palembang. 
2. Untuk menganalisis dan membandingkan Pengaruh Ekstensifikasi Dan Intensifikasi 





2. LANDASAN TEORI 
 
2.1  Pajak 
 
“Menurut Adriani dalam buku Diana sari (2013 , h. 34) Pajak merupkan Iuran 
masyarakat kepada negara (yang dapat dilaksanakan) yang terutang oleh yang wajib 
membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak 
mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk 




2.2 Jenis-jenis Pajak  
Menurut Diana Sari (2013, h. 43-44) Jenis pajak dapat digolongkan menjadi tiga 
macam, yaitu menurut sifat, pembebananya, dan kewenanganya. 
 
2.2.1 Menurut Sifatnya 
 
1. Pajak Subyektif, yaitu pajak yang erat kaitanya atau hubunganya dengan subyek 
atau yang dikenakan pajak dan besarnya dipengaruhi oleh keadaan Wajib Pajak. 
2. Pajak Objektif, yaitu pajak yang erat hubunganya dengan obyek pajak, yaitu 
benda dan berupa keadaan, atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya 
kewajiban membayar.  
Menurut sifatnya Pajak Bumi dan Bangunan  dimasukan dalam Pajak Objektif, 












2.2.2 Menurut Pembebanannya 
 
1. Pajak Langsung, yaitu pajak yang langsung dibayar atau dipikul oleh wajib pajak 
yang bersangkutan dan pajak ini langsung dipungut pemerintah dari wajib pajak, 
tidak dapat dilimpakan kepada orang lain serta dipungut secara berkala 
(periodik). 
2. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang dipungut kalau ada sesuatu peristiwa 
atau perbuatan tertentu, seperti penggerakan barang tidak bergerak, pembuatan 
akte, dan lain-lain dan pembayar pajak dapat melimpahkan beban pajaknya 
kepada pihak lain serta pajak ini tidak mempengaruhi surat ketetapan pajak. 
 
Menurut Pembebanannya Pajak Bumi dan Bangunan dapat dimasukan pada 
keduanya. Dapat dikatakan pajak langsung apabila si wajib pajak sendiri yang 
menggunakan bangunanya, dan dikatakan pajak tidak langsung apabila wajib pajak 
menyewakan bangunanya pada wajib pajak lain dan melimpahkan pajak yang 
dibayar pada si penyewa.  
 
2.2.3 Menurut Kewenangannya 
 
1. Pajak Pusat, yaitu pajak yang wewenang pemungutnya dikelola oleh Pemerintah 
Pusat dan hasilnya dipergunakan dalam membiayai pengeluaran rutin negara dan 
pembangunan (APBN) 
2. Pajak Daerah, yaitu pajak yang wewenang pemungutnya dikelola oleh 
Pemerintah Daerah (Pemerintah Kabupaten/Kota) dan hasilnya dipergunakan 
dalam membiayai pengeluaran rutin pembangunan daerah (APBD). 
 
Menurut Kewenangannya Pajak Bumi dan Bangunan di masukan dalam pajak 
daerah. Karena objek pajak bertempat di daerah pemerintah daerah, dan pajak yang 
disetor akan digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin APBD 
 
 
2.3 Fungsi Pajak 
 
Menurut Diana Sari (2013, h. 37-40) Sebagaimana yang telah diketahui ciri-ciri yang 
terdapat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, beliau menyimpulkan adanya empat 
fungsi pajak yaitu : 
 
2.3.1 Fungsi Penerimaan (Budgeter) 
Yaitu sebagai alat (sumber) untuk memasukan uang sebnyak-banyaknya dalam 
Kas Negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara yaitu pengeluaran 
rutin dan pembangunan. Pajak Bumi dan Bangunan juga termasuk memberi peran 
dalam penerimaan Pajak. 
 
2.3.2 Fungsi Mengatur (Reguler) 
Yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dibidang keuangan 
(umpamanya bidang ekonomi, politik, budaya, pertahanan keamanan) contohnya 
mengadakan perubahan tarif, memberikan pengecualian, keringanan-keringanan 
ataupun sebaliknya pemberatan-pemberatan yang khusus ditujukan kepada masalah 
tertentu. Di Kota Palembang sendiri tarif Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012 ini 
mengalami kenaikan antara 15 sampai 25%. Karenanya, ada perubahan cara 






2.3.4 Fungsi Stabilitas 
 
Dengan adanya pajak, pemerintah mempunyai dana untuk menjalankan kebijakan 
yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga dapat mengendalikan inflasi. Hal 
ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, 
pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. 
 
2.3.5 Fungsi Redistribusi Pendapatan 
 
Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua 
kepentingn umum, termasuk untuk membiayai pembangunan sehingga bisa 
membuka kesempatan lowongan kerja, yang pada akhirnya akan dapat 
meningkatkan pendapatan warga negara. 
 
 
2.2  Pajak Bumi dan Bangunan 
 
“Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang bersifat Objektif yang artinya 
besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh keadaan Objeknya yaitu bumi (tanah) 
dan/atau bangunan. Kondisi dan keadaan dari Subjek pajaknya tidak ikut dalam 
menentukan besarnya pajak terutang.” 
 
 
2.3 Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan 
“Berdasarkan pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-06/PJ.9/2001, 
ekstensifikasi pajak adalah kegiatan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan 
perluasan objek pajak administrasi Ditjen Pajak. Pelaksanaan ekstensifikasi pajak adalah 
salah satu upaya yang dilaksanakan Ditjen pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak.”. 
 
 
2.4 Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan  
 
 “Berdasarkan pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-06/PJ.9/2001, 
Intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap 
objek dan subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar di administrasi DJP, dan dari hasil 




3. METODE PENELITIAN 
 
3.1 Pendekatan Penelitian 
 
 Dalam penelitian ini, peniliti akan menggunakan pendekatan penelitian Kualitatif. 
Karena Penelitian Kualitatif adalah metode penelitian yang dilandaskan pada filsafat 
postpostpositivisme, digunakan dalam meneliti kondisi obyek yang alamiah, (sebagai 
lawanya adalah eksperimen) dimana penelitian sebagai instrumen kunci, teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat 
induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada 











3.2 Jenis Data 
 
Menurut Sugiyono (2011, h. 137) jenis data dapat di bagi menjadi dua yaitu: 
1. Data primer adalah Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul 
data. 
2. Data sekunder adalah Sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada 
pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. 
Dalam penelitian ini Data primer adalah hasil wawancara dengan Seksi Ekstensifikasi 
Pajak Bumi dan Bangunan di Dispenda Kota Palembang, sedangkan Data sekunder adalah 
data yang diperoleh dari berbagai sumber baik berupa teks, artikel maupun berbagai jenis 
penelitian yang serupa. 
 
 
3.3 Teknik Pengumpulan Data  
  
 Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara yang dilakukan 




3.4 Teknik Analisis Data 
 
Dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara: 
1. Mengumpulkan informasi yang diperlukan, yang bisa di dapat salah satunya dengan 
melakukan wawancara.   
2. Menganalisis Pengaruh, kemungkinan pengaruh dari hasil Ekstensifikasi dan 
Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan 
Bangunan 
3. Membuat perbandingan antara Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sebelum 
diterapkan kegiatan Ekstensifikaisi dan Intensifikasi Pajak  Bumi dan Bangunan (PBB) 




4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 
4.1  Gambaran Umum Objek Penelitian 
4.1.1 Sejara Dispenda 
 
 Sebelum tahun 1975, Bidang pajak dan retribusi pada daerah tingkat I dan 
tingkat II merupakan urusan bagian Biro Keuangan Pemda masing-masing. Hal 
tersebut berlaku di Kota Palembang dengan mengacu pada Perda Tingkat II 
Palembang Nomor 9 tahun 1975 tanggal 11 Nopember 1975 yang merupakan 
landasan pembentukan Dinas Pendapatan Daerah yang bertempat di Kota Palembang 
serta memiliki tugas mengelola segala hal di bidang pendapatan,penetapan, 
penagihan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya yang menjadi 








Berdasarkan Perda Nomor 3 tahun 1980 dibentuklah Dinas Pendapatan 
Daerah  (Dipenda) Kota Palembang yang struktur dan tata kerja organisasinya 
berlaku sama diseluruh Indonesia, yang kemudian disempurnakan kembali dengan 
Perda Nomor 3 tahun 1990 kemudian Perda Nomor 67 tahun 2001 tentang Tugas 
dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.  
 
Hal ini dilakukan seiring dengan adanya beberapa perubahan seperti pertambahan 
penduduk serta usaha penyempurnaan dan penyelesaian struktur organisasi Dipenda 
Kota Palembang. Namun  setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 
2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka struktur organisasi Dinas 
Pendapatan Daerah Kota Palembang tahun 2008  mengalami Perubahan yang sesuai 
dengan Perda Nomor 9 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja 
Dinas Daerah Kota Palembang. 
 
4.1.2 Visi dan Misi Dispenda 
 
1. Visi : 
Terwujudnya pengelolaan pendapatan daerah yang profesional untuk 
mendukung pelaksanaan pembangunan daerah yang mandiri dan sejahtera. 
2. Misi : 
a. Merumuskan dan menyusun kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendaptan 
daerah. 
b. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur di bidang pendaptan daerah yang 
sesuai prinsip prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good 
Governance) 




4.2  Tahapan Analisis  
 
4.2.1 Dekripi Informan Kunci 
 
Dalam memulai penelitian agar tidak melenceng serta agar dapat 
mengoptimalkan data-data yang diperoleh dalam penelitian, penulis melakukan 
Deskripsi data yang berguna untuk mereduksi dan mendisplay data  yang digunakan 
untuk diambil dalam hasil pnelitian seperti yang dibahas dalam buku Moh. Nazir. 
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan 
penelitian ini, wawancara dilakukan dengan 5 informan kunci. Setelah wawancara 
kepada informan kunci dipaparkan satu persatu, maka dapat dikelompokan beberapa 
data yang diperlukan dalam penelitian ini. 
 
Tabel 4.1 Kegiatan Ekstensifikasi dan Intensifikasi PBB  
di Dispenda Kota Palembang 
 
No Kegiatan Tahun Informan Kunci 
1. 
Kegiatan 
Ekstensifikasi PBB : 
Sosisialisasi 
2014 Dispenda Kota Palembang 
2. 
Kegiatan 
Ekstensifikasi PBB : 
Updateing/ 
penyesuaian NJOP 











PBB :  Gebyar PBB 
2014- 
2015 







2014-2015 Dispena Kota Palembang 
5. 
Ekstensifikasi PBB 
berjalan dengan baik 
melalui sosialisasi 
setiap kecamatan dan 
telah disampaikan 
kepada masyarakat. 




Wajib Pajak yang 
membayar tidak tepat 
waktu 





sangat efektif dalam 
meningkatkan 
Penerimaan PBB, 








4.3 Deskripsi Hasil Penelitian 
 
4.3.1 Peralihan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Palembang 
 
Dalam memulai penelitian ini, pertama-tama dibutuhkan pemaparan dan 
penjelasan awal dalam Pajak Bumi dan Bangunan di kota Palembang, tahapan awal 
penelitian ini membahas mengenai Peralihan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota 
Palembang dari pusat ke daerah terjadi pada tahun 2012. Di tahun 2012 Pajak Bumi 
dan Bangunan telah resmi di alihkan ke daerah karena UU No 28/2010 yaitu tentang 
Retribusi dan Pajak Daerah. semenjak dialihkan ke daerah dispenda memulai 
beberapa kegiatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tetapi Dispenda belum 
menerapkan kegiatan pengoptimalan dan perluasan pajak yang berfungsi untuk 
meningkatkan penerimaan PBB.  
 
Setelah melakukan wawancara dengan kepala Penagihan, Pengurangan Keberatan 
Pajak Bumi dan Bangunan, dispenda belum memulai kegiatan ekstensifikasi dan 
intensifikasi pajak. Hal ini dikarenakan belum adanya dana dari pemerintah, dan juga 
untuk melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi dispenda perlu melakukan   
konsultasi kepada daerah yang telah menerapkan kegiatan ekstensifikasi dan 
intensifikasi terlebih dahulu agar kegiatan pengoptimalan dan perluasan pajak akan 







4.3.2 Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sebelum Dilaksanakan Kegiatan 
Ekstensifikasi dan Intensifikasi PBB 
 
Ekstensifikasi Dan Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kota Palembang 
Berdasarkan keterangan yang di berikan Kepala Bagian Penagihan, Pengurangan 
Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan, di tahun 2012 Dispenda belum memulai 
perencanaan akan pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak  Bumi dan 
Bangunan karena kurangnya dana yang ada pada saat itu dan belum ada anggaran 
dan pelaksanaan dari pemerintah untuk pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intesifikasi 
Pajak Bumi dan Bangunan. 
 






Ditahun ini belum dilaksanakan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Bumi dan 
Bangunan, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota tidak menembus target, 
dapat dilihat dan penerimaan PBB yaitu sebesar Rp. 76.134.848.215 dari target yang 
telah ditentukan sebesar Rp. 83.562.750.000 dengan persentase penerimaan 91% 
dari target.  Pada tahun 2013 Dispenda Kota Palembang juga belum melaksanakan 
kegiatan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan.  
 
Walaupun belum dilaksanakan Ekstensnifikasi dan Intensifikasi Pajak, 
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di tahun 2013 mengalami peningkatan 
walaupun tidak besar dengan persentase 95,35% meningkat sebanyak 4,35% dari 
tahun sebelumnya dengan realisasi Rp. 79.673.835.193. dan target yang sama 
dengan tahun 2012, tetapi tahun 2013 Realisasi Penerimaan juga tidak menembus 
target. 
 
4.3.3 Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Setelah Dilaksanakan Kegiatan 
Ekstensifikasi Dan Intensifikasi  Pajak Bumi dan Bangunan Kota Palembang 
 
Berdasarkan wawancara yang diperoleh di tahun 2014, Mealui Peraturan yang 
telah dikeluarkan pemerintah, Dispenda melakukan Koordinasi dengan Daerah yang 
telah melaksanakan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan dan 
Sosialisasi dengan Kecamatan, Kelurahan, serta RT/RW dan adanya Program 
Gebyar Berhadiah. Pada tahun 2014 Gebyar PBB diadakan Dispeda Kota 
Palembang dengan hadiah utama 1 unit Rumah tipe 36, 1 unit Mobil Avanza, dan 3 
unit Sepeda Motor Yamaha Mio. Pengundian diadakan di Atrium Palembang Indah 
Mall (PIM). 
 









Tahun Target Realisasi Presentase 
2012 Rp. 83.562.750.000 Rp. 76.134.848.215 91,11% 
2013 Rp. 83.562.750.000, Rp. 79.673.835.193, 95,35% 
Tahun Target Realisasi Presentase  
2014 Rp. 95.000.000.000 Rp. 83.810.426.995 88,22% 









Dapat dilihat dari Realisasi dan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota 
Palembang, penerimaan Pada tahun 2014 meningkat dari tahun-tahun sebelumnya 
yaitu sebesar Rp. 83.810.426.995, walaupun belum menembus target sebesar Rp. 95 
Miliyar, tetapi Realisasi Penerimaan meningkat jauh dari tahun sebelumnya, hal ini 
dapat menunjukan bahwa kegiatan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Bumi dan 
Bangunan sangat efektif dalam meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan 
Bangunan. Dalam program Gebyar pengenaan pajak atas hadiah cukup besar yaitu 
sebesar 25%. Seperti yang sampaikan salah satu wajib Pajak dalam wawancara.  
 



















Pada tahun 2015  hadiah utama tidak terlalu mewah yaitu Sepeda Motor, namun 
cukup untuk menarik minat Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan 
Bangunan tepat waktu. Dengan hadiah utama Sepeda motor tentunya Pajak  Hadiah 
sebesar 25% yang dikenakan juga tidak terlalu besar untuk Wajib Pajak 
membayarnya. Dari data Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di tahun 
2015 paling memperlihatkan peningkatan yang sangat signifikan dalam Penerimaan, 
yaitu sebesar Rp. 97.443.811.213 dengan persentase 102,57%  dari target yang sama 




Dalam hal ini peneliti akan memulai membandingkan Penerimaan Pajak Bumi dan 
Bangunan sebelum dan sesudah Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kota Palembang 
dilaksanakan dari data yang telah diperoleh. Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Bumi 
dan Bangunan mulai dilaksanakan di tahun 2014 dengan berbagai macam program atau 
kegiatan, dari keperluan surat-surat dan dokumentasi yang harus wajib pajak penuhi 
hingga program gebyar berhadiah yang menarik minat Wajib Pajak dalam membayar 
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Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di 
Dispenda kota Palembang terus mengalami peningkatan, akan tetapi hanya tahun 2015 yang 
mengalami peningkat yang signifikan dan menembus target. Di tahun 2012 dan 2013 
penerimaan tidak menembus target dikarenakan belum ada upaya yang dilakukan Dispenda 
dalam mengoptimalkan peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan, sedangkan ditahun 2014 
telah diterapkan kegiatan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan tetapi 
masih belum menembus target dan penerimaannya tidak sebesar pada tahun 2015, 
berdasarkan hasil wawancara hal ini dikarenakan Dispenda belum melakukan kegiatan 
Penyesuaian NJOP atau updateing. 
 
Tabel 4.4 Analisis Peningkatan Penerimaan PBB  2012-2015 
 
 
Jika dibandingkan, peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Banguna Kota Palembang 
dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Dan setelah diamati dari data yang 
diperoleh peneliti, pada tahun 2012 dan 2013 sebelum dilaksanakan kegiatan 
Ekstensifikansi dan Intensifikasi PBB penerimaan yang diperoleh meningkat sebesar Rp. 
3.538.986.978, dan perbandingan berikutnya  tahun 2013 dan 2014. Peningkatan yang 
terjadi di tahun 2013 ke 2014 lebih besar dari peningkatan sebelumnya yaitu sebesar  
Rp.4.136.591.802.  
 
Dapat disimpulkan dari perbandingan tersebut peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan 
Bangunan lebih mengalami kemajuan semenjak adanya kegiatan Ekstensifikasi dan 
Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan, peningkatan di tahun selanjutnya lebih mengalami 
penigkatan yang besar, yaitu pada tahun 2014 ke 2015, di tahun ini kegiatan Ekstensifikasi 
dan Intensifnikasi Pajak Bumi dan Bangunan masih tetap dilakukan dan dapat menigkatkan 
penerimaan sebesar Rp. 13.633.384.218, di tahun 2015 sangat terlihat jelas peningkatan 
yang terjadi cukup besar dan signifikan.  
 
Dalam hal ini dapat diacuhkan dalam Teori Bakti yang digunakan peneliti yang 
menyatakan bahwa sebuah negara memiliki hak yang mutlak dalam memungut pajak, dan 
Keterangan 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 
Peningkatan Rp. 3.538.986.978 Rp. 4.136.591.802 Rp. 13.633.384.218 









warga negara mempunyai kewajiban untuk membayar pajak sebagai bukti tanda baktinya 
kepada negara yang menyelenggarakan berbagai kepentingan umum. Sesuai dengan 
Pemahaman sederhana yang terdapat dalam teori bakti yaitu : 
 
1. Hukum pajak terletak dalam hubungan rakyat dan negara. Dari kegiatan 
Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan  ini telah membuat 
hubungan yang baik antar Pemerintah dan Warga Negara, dapat dilihat dalam 
kegiatan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Bumi dan bangunan ini banyak warga 
negaran yang berpartisipasi dalam membayar pajak dan peningkatan penerimaan 
Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahun sudah melambangkan bahwa hubungan 
Negara dan Warga Negaranya berjalan dengan baik. 
 
2. Negara menyelenggarakan kepentingan umum untuk rakyatnya, karena ada hubungan 
maka negara memungut pajak terhadap rakyatnya. Dari hasil Penerimaan dan 
Pendapatan yang di terima oleh Pemerintah merupakan biaya yang dibutuhkan 
pemerintah dalam menyelenggarakan kepentingan umum untuk rakyatnya, hal ini lah 
yang dibahas dalam Wawancara  Akademisi. Pendapatan yang diterima oleh 
Pemerintah Daerah adalah Dana yang akan digunakan dalam kepentingan Daerah, 
yaitu dalam hal pembangunan di Kota Palembang. 
 
3. Rakyat membayar pajak karena merasa berbakti kepada negara. Hal ini dapat dilihat 
dari jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Palembang 
setiap tahun yang mengalami peningkatan, terutama pada tahun 2014 dan 2015 yang 
mengalami peningkatan lebih besar dari tahun sebelumnya, ini sudah cukup untuk 
menunjukan rasa bakti warga negara dalam membayar pajak. Tentunya dengan ada 
sosialisai dan Gebyar PBB dari Kegiatan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Bumi 









Berikut ini kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan diantaranya : 
1. Pelaksanaan kegiatan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan pada 
tahun 2012 dan 2013 belum terlaksana.Karena Belum adanya Perintah dari Walikota. 
Penerimaan yang dialami di tahun 2012 dan 2013 tidak menembus target. 
2. Pelaksanaan kegiatan Ekstenssifikasi dan Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan 
pada tahun 2014 dan 2015 sudah terlaksana. Melalui Surat Edaran yang dikeluarkan 
Walikota, dari kegiatan ini penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan mengalami 
peningkatan yang pesat di tahun 2015 dan melampaui target. 
3. Kegiatan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan sangat efektif 
dalam Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di  Kota Palembang, hal ini dapat dilihat 
dari peningkatan penerimaan yang terjadi pada tahun sebelum dan sesudahnya 












Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data maka dapat diberikan beberapa saran untuk 
peneliti sebelumnya : 
 
1. Pada saat kegiatan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan belum 
dilaksanakan, Dispenda harus dapat melakukan beberapa upaya untuk lebih 
meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang berguna untuk 
meningkatkan minat Wajib Pajak. 
 
2. Pada saat kegiatan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Paak Bumi dan Bangunan sudah 
terlaksana, kegiatan yang dijalankan disarankan harus dilakukan dengan seefisien 
mungkin. Karena salah satu kegiatan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Bumi dan 
Bangunan yang dijalankan memerlukan dana yang besar yaitu Gebyar PBB. hal ini 
dapat diminimalisir dengan pengurangan hadiah yang cukup besar. 
 
3. Kegiatan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Palembang disarankan harus 
tetap dilakukan setiap tahun dengan kegiatan yang lebih efisien yaitu dapat berjalan 
sesuai tujuan. Hal ini dapat dilakukan jika Dispenda lebih terfokus terhadap sosialisasi 
kepada masyarakat dari pada melakukan acara gebyar untuk mendapatkan minat 
masyarakat dalam membayar pajak. Kegiatan Soisalisasi harus diperluas lagi dengan 
diadakan setiap tahun sebelum jatuh tempo, maka dapat lebih menghimbau masyarakat 
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